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Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dari tahun ke tahun terus 
mengalami peningkatan. Dengan diterbitkannya undang-undang No. 10 tahun 
1998 tentang perubahan undang-undang no. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang 
diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk 
surat keputusan (SK) direksi BI/Peraturan Bank Indonesia, telah memberikan 
landasan hukum yang lebih kuat bagi pengembangan perbankan syariah di 
Indonesia. Industri perbankan syariah sejatinya dijalankan berdasarkan prinsip 
dan sistem syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan 
perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) guna meluruskan 
transaksi-transkisi yang dilakukan. Dengan pengawasan yang baik, akan 
terciptalah bentuk-bentuk pengaplikasian produk syariah yang benar-benar sesuai 
dengan yang telah ditetapkan oleh DSN. Dalam upaya memurnikan pelayanan 
institusi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah 
Islam, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) mutlak diperlukan. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan DPS di BPRS Ahmad Dahlan Klaten. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Dewan Pengawas Syari’ah 
(DPS)  merupakan wakil Dewan Syari’ah Nasional (DSN) yang melakukan 
pengawasan secara periodik terhadap Lembaga Keuangan Syari’ah dibawah 
pengawasannya, yang wajib dibentuk oleh setiap BPRS dan berkedudukan 
dikantor pusat BPRS, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan 
nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi penerapan prinsip syari’ah 
dalam penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS 
 





The development of Sharia banking in Indonesia from year to year continues to 
increase. With the publication of Law No. 10 of 1998 on the amendment of Law 
No. 7 of 1992 on banking followed by the issuance of a number of implementation 
provisions in the form of the decision letter (SK) Board of Directors BI/regulation 
of Bank Indonesia , has provided a stronger legal basis for the development of 
Sharia banking in Indonesia. Sharia banking industry is actually run based on 
sharia principles and systems. The Shariah Supervisory Board (DPS) which is the 
extension of the National Sharia Council (DSN) to straighten the transaction 
transactions. With good supervision, there will be a form of application of Sharia 
products that really correspond to those established by the DSN. In an effort to 
purify the service of sharia financial institutions to fully align with Islamic sharia 
provisions, the existence of Sharia supervisory Board (DPS) is absolutely 
necessary. This research aims to determine the position of DPS in BPRS Ahmad 
Dahlan Klaten. The results showed that the position of Sharia supervisory Board 
(DPS) is a representative of the National Sharia Council (DSN) which conducts 
periodic supervision on sharia financial institutions under its supervision, which 
must be established by each BPRS and domiciled by the Central office of BPRS, 
who have the duties and responsibilities of providing advice and advice to the 
board of directors and supervising the application of Sharia principles in 
gathering funds, financing and services activities BPRS 
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